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NOMOR 29 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

—

bahwa berdasarkan hasil evaluasi mekanisme pelaporan
Dana Kampanye Pemilihan Umum, perlu dilakukan
penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun
2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun

2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017
tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah
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Menetapkan

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun
2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 974);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG DANA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 974), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (6) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13
(1) Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD
bersumber dari:
a. Partai Politik;
b. calon anggota DPR dan DPRD dari Partai Politik
bersangkutan; dan/atau
c. sumbangan yang sah menurut hukum dari
pihak lain.
(2) Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

berasal dari keuangan Partai Politik.
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(3)

(4)

()

(6)

(7)

(8)
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Dana Kampanye yang bersumber dari calon

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

berasal dari harta kekayaan pribadi calon yang

bersangkutan.

Dana Kampanye yang bersumber dari sumbangan

yang sah menurut hukum dari pihak lain

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

berasal dari:

a. perseorangan;

b. kelompok; dan/atau

c. perusahaan atau badan usaha nonpemerintah.

Sumbangan yang berasal dari perseorangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a,

termasuk sumbangan dari:

a. suami/istri dan/atau keluarga calon; dan

b. suami/istri dan/atau keluarga dari Pengurus
Partai Politik, anggota Partai Politik yang
mengajukan calon.

Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak

lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang

ditujukan kepada Calon anggota DPR dan DPRD

wajib melalui Partai Politik yang bersangkutan

sesuai dengan tingkatannya, sebelum digunakan

untuk keperluan kampanye.

Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

menjadi sumbangan dari Partai Politik untuk calon

anggota DPR dan DPRD.

Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak

lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak

berasal dari tindak pidana dan bersifat tidak

mengikat.
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Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 26 diubah, sehingga

Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

(7)

Pasal 26
Pasangan Calon wajib membuka RKDK pada bank
umum.
RKDK Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik dibuka oleh
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul
atas nama Pasangan Calon, dan spesimen tanda
tangan harus dilakukan bersama oleh salah satu
perwakilan Tim Kampanye dan salah satu calon dari
Pasangan Calon.
Dalam hal Tim Kampanye nasional membentuk Tim
Kampanye tingkat provinsi dan/atau Tim Kampanye
tingkat Kabupaten/Kota, wajib membuka dan
melaporkan RKDK.
RKDK Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terpisah dari rekening pribadi Pasangan
Calon Presiden dan Wakil Presiden.
Dalam hal Rekening Khusus dibuka atas nama Tim
Kampanye tingkat daerah provinsi atau daerah
kabupaten/kota, spesimen tanda tangan harus
dilakukan oleh perwakilan Tim Kampanye,
dilengkapi dengan surat pernyataan Pasangan
Calon atau Ketua Tim Kampanye tingkat nasional.
Tim Kampanye dapat menunjuk pengelola RKDK
yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK,
pengelola RKDK dilengkapi dengan surat pernyataan
dari Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye
tingkat nasional.
Pembukaan RKDK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari

sebelum dimulainya masa Kampanye.
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3. Ketentuan huruf a ayat (5) dan huruf a ayat (6) Pasal 37

diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

()

Pasal 37

LADK Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan

Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal

36 huruf a yaitu pembukuan yang memuat

informasi:

a. RKDK;

b. saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber
perolehan;

c. jumlah rincian perhitungan penerimaan dan
pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum
penyampaian LADK, apabila saldo awal
merupakan sisa dari penerimaan dana dengan
peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum
periode pembukuan LADK;

d. penerimaan sumbangan yang bersumber dari
Pasangan Calon atau Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik dan pihak lain; dan

e. Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing
Pasangan Calon.

Pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dimulai sejak pembukaan RKDK dan

ditutup 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.

Format LADK Pasangan Calon Presiden dan Wakil

Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat

nasional, daerah provinsi, dan/atau daerah

kabupaten/kota  wajib menyampaikan LADK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU,

KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP

Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

Penyampaian LADK Pasangan Calon dan/atau Tim

Kampanye tingkat nasional kepada KPU
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